
  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR &8TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pemerintah Daerah 

Kabupaten menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana 

Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, 

karakteristik Wilayah dan kearifan lokal, serta keterbatasan 

waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo 

tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 

2020, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat. II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286),



' xx
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Ta ibahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

Undang-Undang Noor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Penge.claan dan Tinggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara $ epublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 56, Tumbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ne mor 4400): 

Undang-Undang Nonior 6 Tahun 214 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1, Tambahan Lemburan Negara Nomor 5495): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tumbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terkahir dengan dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan '.embaran Negara 

Republik Indonesia Noor 5674j:: 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tah m 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Da-rah Tingkat II 
Gorontalo dari Isimu ke Limboto (-embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomoi 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No:nor 3147): 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tah:m 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539, sebagai:nana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Te hun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717): 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun "014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara R: publik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Perati.ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tihun 2016 Nomor 
S7, Tambahan Lemburan Negara Republi « Indonesia Nomor 

5864), 

10. Peraturan Pemerinta: Nomor 12 Tah in 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara:: Negara Republik 
Indonesia Tahun 201: Nomor 42, Tar bahan Lembaran 

Negara Republik Indon 'sia Non.or 6322): 

11. Peraturan Menteri Ilam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangur an Desa (Berita 

Negara Republik Indon "sia Tahun 2014 N mor 2094), 

12. Peraturan Menteri Kh cuangar Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Irunsfer ke Daeral: dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Menteri 
Keuangan Nomor 121/ PMK.07/2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1? HH), 

13. Peraturan Menteri keuangan Nomor 99/PMK.07/2017 

tentang Tata Cara Penygalokasian Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634), 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1): 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 .entang Penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 220 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14-48): 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabu»aten Gorontalo 

2. Pemerintah Daerah ada:ah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan aerah. 

3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpn kecamatan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawib kepada Bupati 

melalui sekretaris daerah. 

4. Desa adalah desa dar desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnvi disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum vang memiliki baras wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan — urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarak::t setempat dalam 

sistem pemerintahan Nevara Kesatuan Repi:blik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa : tau yang disebut 

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah rejabat Pemerintah 

Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tanggi Desanya an melaksanakan 

tugas dari Pemerintah dan Pemer:ntah Daerah. 

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yan» disebut dengan 

nama lain adalah lembaga vang meliksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan  Permusvawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
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10. 

11. 

12 

13. 

14. 

15. 

16. 

diselenggarakan oleh Edan Permusyaw satan Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis. 

Dana Desa adalah dana yang bersuml:er dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberd: yaan masyarakat. 

Badan Usaha Milik Desa. vang selanjutnya disebut BUM Desa, 

adalah badan usaha vang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasa! dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

.Kewenangan berdasarkan hak asal usu adalah hak yang 

merupakan warisan yang masin hidup can prakarsa Desa 

atau prakarsa masyarakat Desa sesuai denyan perkembangan 

kehidupan masyarakat. 

Kewenangan lokal berskala Desa adalah “ewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang 

telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan 

oleh Desa atau yang muncul karena perke:nbangan Desa dan 

prakarsa masyarakat Desa. 

Pembangunan Desa adalah upaya peringkatan kualitas 

hidupdan kehidupan untuk sebesar-besaj nya kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dun kesejahteraan masyarakat 

dengan meningkatkan pengetaruan, sik ap, keterampilan, 

perilaku, kemampuan, kesad:ran, sera memanfaatkan 

sumber daya melalui per-etapan kebijakan, »rogram, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 

disebut RPJMDesa adalah “dalah Kencana Kegiatan 

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (nam) tahun. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

G- 

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP 

Desa,adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 

APBDesa, adalah rencana keuangan tahiinan Pemerintahan 

Desa 

Prioritas Penggunaan Dina Desi adalah pi'ihan kegiatan yang 

didahulukan dan diutinakan dari pad: pilihan kegiatan 

lainnya untuk dibiava: dengan Dana Des::. 

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan 

kondisi nyata yang khas keadaan terku:i di Desa maupun 

keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi 

dimasa depan (visiDesa). 

Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan 

perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan 

memperluas usaha-usaha ekonomi yang di'okuskan pada satu 

produk unggulan diwilayah Desa atau diwilayah antar Desa 

yang dikelola melalui kerjasama antar Desa. 

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat 

desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat 

produktif dengan mengutamakan pemanf:atan sumberdaya, 

tenagakerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan 

upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan 

meningkatkan kesejahteraan rakvat. 

BAB |! 

TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

Pedoman teknis penggunaan Dana Desa bertuj':an untuk : 

a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak 

asal usul dan kewenangan loka! berskala Jesa yang dibiayai 

oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan, 

memberikan acuan bagi Pemerintah Daeral: Kabupaten dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana 

Desa 
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Pasa!: 3 

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsi »-prinsip: 

a. Kemanusiaan, adalah pengutamaan hak-:ak dasar, harkat 

dan martabat manusia: 

b. Keadilan, adalah pengutamaun pemeruhan hak dan 

kepentingan seluruh warga Desa tanpa men:beda-bedakan: 

c. Kebhinekaan, adalah pengakuan dan pengl:ormatan terhadap 

keanekaragaman budara dan kearifan lokal sebagai 

pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai 

kemanusiaan universal: 

d. Keseimbangan alam, adalah pengutamaar perawatan bumi 

yang lestari untuk keberlunjutan kehidupan manusia: dan 

e. Kepentingan nasional. adalah pengutaraan pelaksanaan 

kebijakan strategis nasional untuk mewujuc kan kesejahteraan 

rakyat. 

BAB II: 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal :: 

Prioritas Penggunaan Dan: Desa diarahkar untuk program 

dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDG:. Desa melalui: 

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa: 

b. program prioritas nasional sesuai kewenangin Desa: dan 

Cc. adaptasi kebiasaan baru Desa. 

d. Menunjang prioritas pembangunan daerah 

Pasal 5 

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional 

sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs 

Desa: 

a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha 

milik Desa/badan usaha milk Desa bersama untuk 

pertumbuhan ekonomi Desa merata 

b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi 

bersih dan terbarukan: dan: 

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif sang diutamakan 

dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa 

rs 

PE Hb 
pr 

t 
L 

    
  “0 Tea Mamasa Ing»  



bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa 

sadar lingkungan. 

Pasal 6 

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 

kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan 

pengembangan teknolog: informasi dan komunikasi sebagai 

upaya memperluas kemi'raan untuk pemb: ngunan Desa: 

pengembangan Desa wisata untuk pertimbuhan ekonomi 

Desa merata: 

penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di 

Desa untuk mewujudkan Desa Lanpa kela:aran: dan d. Desa 

inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, 

Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan 

Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. 

Pasal 7 

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kekiasaan baru Desa 

diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 

a. mewujudkan Desa sehai dan sejahtera m-lalui Desa Aman 

COVID-19: dan 

mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksana' an sesuai dengan 

ketentuan peraturan peri indang- indangan. 

Pasal 3 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana I'esa dibahas dan 

disepakati melalui Musyawarah esa. 

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menghasilkan kesepakatan mengenai Pricritas Penggunaan 

Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. 

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa 

yang mengatur mengenai RKP Desa. 
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(4) 

(3) 

(4) 

- 4. 

Dalam penetapan Prioritas Penggun:an Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal sanakan mengikuti 

tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undang:n yang mengatur 

mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

Pasal 9 

Pelaksanaan program dan/atau kegistan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui swakelola dengan 

mendayagunakan sumber daya lokal Desa. 

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 

menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. 

Pendanaan Padat Karva Tunai Desa sebasaimana dimaksud 

pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 

5076 (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai 

Desa. 

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan 

kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa 

atau badan kerja sama antar-Desa. 

Swakelola oleh badan kerja sama antar- Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

(1)Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal " ayat (1) dapat 

dilakukan dengan cara kerja sarna antar d:sa dan /atau kerja 

sama desa dengan pihak ketiga diluksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang: undangan 

(2)Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama : ntara desa dengan 

kelurahan untuk melaksanakan program 'an/atau kegiatan 

melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 
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Pasal ! 1 

(1) Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan Operasional Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.15.000.000,00 

(lima belas juta rupiah). 

(2) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimanfaatkan untuk Pembelian ATK, Konsumsi, 

Pembayaran Listrik, Ai», Internet, Perjalananan Dinas dan 

Belanja Pemeliharaan. 

(3) Pembangunan fisik dittamakan menggw:akan pola padat 

karya tunai yang melibatkan banyak tenagi kerja. 

(4) Pembangunan Rumah Layak Huni dis 'suaikan dengan 

standar biaya pengaduan Rumah Laya': Huni program 

Bantuan Stimulan Perumahan “Swadaya (B SPS). 

(S5) Biaya angkut pendistribusian material ke lokasi pekerjaan 

menggunakan tenaga kerja yang di:nasukkan pada 

perhitungan HOK. 

(6) Perhitungan HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menggunakan standar harga pasar. 

(7) Standarisasi perhitungan koefisien harge, mengacu pada 

peraturan perundang-undangan. 

(8) Dalam hal penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (5), Desa 

menyediakan Data Base Calon “ekerja — dengan 

mengutamakan masyarakat miskin. 

Pasal 12 

(1) Bantuan Langsung Tunai dianggarkan pasa Belanja Tidak 

Terduga: 

(2) Untuk efisiensi penganggaran pada bulan Januari s/d Juni 

2021, 

(3) desa memperoleh Dana Desa di bawah R» 800 juta maka 

alokasi BLT sebesar 256, desa memperokh Dana Desa Rp 

800 juta - Rp 1,2 miliar maka alokasi BLT -ebesar 30Yo, dan 

desa yang memperoleh Dana Desa di atis Rp 1,2 miliar 

maka alokasi BLT mencapai 354, dan /atau ditentukan lain: 
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Pasa! 13 

Dalam rangka meminin:alisir penyimpargan penggunaan 

APBDes, maka mekanisme pencairan APBDES Tahun 2021 

menggunakan transaksi non tunai 

Pasal 14 

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa. 

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaiman.| dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa: 

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan: 

c. memastikan prioritas penggunaan Dara Desa ditetapkan 

dalam dokumen RKP Desa dan APB De-a: dan 

d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa. 

(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan 

masyarakat dalam penetapan Prioritas Tenggunaan Dana 

Desa. 

Pasal 15 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjad bagian dari RKP 

Desa. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagiimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun berdasarkan: 

a. data yang disediakan oleh Kementerian: dan 

b. aspirasi masyarakat Desa. 

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

dalam penyusunan APB Desa. 

  

skpo |jas1 | sexoa |wapup| 
  Ta Fi

 
FE
 

KG
 

O
N
 

na
n 

             



BAB IV 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Publikasi 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa. 

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. hasil Musyawarah Desa: dan 

b. data Desa, peta potensi dan sumber dya pembangunan, 

dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Pi oritas Penggunaan 

Dana Desa, dan dokumen APB Desa. 

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pacai ayat (2) huruf b 

paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran 

anggaran. 

Pasal 17 

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan di ruang 

publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. 

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dan: Desa dilakukan 

secara swakelola dan partisipatif. 

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublik.:sikan penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik 

sebagaimana dimaksud pada avat (1) badan perm isyawaratan Desa 

menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis. 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 18 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Pr oritas Penggunaan 

Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) C.sampaikan dalam 

bentuk dokumen digital menggunakan sistem in ormasi Desa yang 

disediakan oleh Kementerian. 

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pad: ayat (1) dilakukan 

paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. 

  

  
    

  

 



BAB 

PEMBINAAN 

Pasal :9 

(1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi pemantauan, dan 

evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secar: nasional dengan 

menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ke entuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui 

sosialisasi, pemantauan, dan evaluas: Prioritas Penggunaan Dana 

Desa secara berjenjang. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan 

kepada Perangkat Daerah dan/atau camat. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh 

Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pasal 20 

Dalam hal pelaksanaan fungsi pembinaan, monit ring, pengawasan 

dan evaluasi terhadap penggunaun dan pengelolian Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dibentuk Tim yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB V! 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 21 

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Pric ritas Penggunaan 

Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketntuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Supati Nomor 53 

Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan I'ana Desa Tahun 

2020 dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d: lam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Lim »oto 

1 Pada tanggal 

C Bypani GORONT. LO, £ 
/ | 

' | 

NELSON POMALI ke 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

( H U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 
———w— me ———— — 

PEDOMAN UMUM 

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHL NN 2021 

BAB | 

PENDAHULUAN 

    

A. Latar Belakang 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19j telah menimbulken korban jiwa, dan 

kerugian material yang semakin besar. sehingga berim »likasi pada aspek 

sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COV:D-19. Kegiatannya 

berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa. dan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk menperkuat adaptasi 

kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, peng unaan Dana Desa 

Tahun 2020 juga difokuskan untuk nicmbiayai Desa Aran COVID-19 dan 

Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ek« norni Desa melalui 

badan usaha milik desa. 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan paca jaring pengaman 

sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekononi nasional yang 

mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasicaal meliputi: 

. Sarana/prasarana energi: 

. Sarana/prasarana komunikasi: 

sarana/prasarana pariwisata, 

. pencegahan stunting, dan 

Uu 
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. pengembangan Desa inklusif. 

B. Tujuan 

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk 

pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasinal, dan adaptasi 

kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. 

2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, 

pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
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C. Prinsip-Prinsip 

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsij: 

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, karkat dan martabat 

manusia, 

Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan Lepentingan seluruh 

warga Desa tanpa membeda-bedakan: 

Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap 

keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk 

kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaar universal: 

Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatai. bumi yang lestari 

untuk keberlanjutan kehidupan manusia: dan 

Kepentingan nasional adalah pengutamaan pela.sanaan kebijakan 

strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan akyat. 

       

MENKMamar 
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BAB HI 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. SDGs Desa 

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa an kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pen »nuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prisarana Desa, pen serbangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sun:ber daya alam dar lingkungan secara 

berkelanjutan. Yang dimaksud dengar: berkelanjutan ad Jah pembangunan 

Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan 

pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. 

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan 

oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Isesa diprioritaskan 

untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (de-apan belas) tujuan 

SDGs Desa sebagai berikut: 

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan 

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan: dan 

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan. 

2. Desa ekonomi tumbuh merata 

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata: 

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai ebutuhan: 

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan: dan 

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar li gkungan. 

3. Desa peduli kesehatan 

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera: 

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi: dan 

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman da: nyaman. 

4. Desa peduli lingkungan 

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan: 

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim: 

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut: dan 

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat. 

5. Desa peduli pendidikan 

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas. 

6. Desa ramah perempuan 

SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa. 
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7. Desa berjejaring 

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Dese 

8. Desa tanggap budaya 

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan: dan 

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budara desa adaptif. 

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 

tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa ?021 diprioritaskan 

untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs 

Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonom: nasional, program 

prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs 

Desa tersebut adalah: 

1) Desa tanpa kemiskinan: 

2) Desa tanpa kelaparan: 

3) Desa sehat sejahtera: 

4) keterlibatan perempuan Desa: 

5) Desa berenergi bersih dan terbaruksn: 

6) pertumbuhan ekonomi Desa merata: 

7) konsumsi dan produksi Desa sadar !ingkungan: 

8) Desa damai berkeadilan: 

9) kemitraan untuk pembangunan Desa: dan 

10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. 

Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekoncmi nasional sesuai 

kewenangan Desa meliputi: 

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik 

Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi: 

a. pendirian badan usaha milik Desa dan “atau badan usaha milik Desa 

bersama: 

b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/ :tau badan usaha 

milik Desa bersama, 

C. penguatan permodalan badan usaha milik Des dan/atau badan 

usaha milik Desa bersama: dan 

d. pengembangan usaha badan usaha milik Des: dan/atau badan 

usaha milik Desa bersama yang difokuskan key ada pembentukan 

 



dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan. antara lain: 

1) pengelolaan hutan Desa: 

2) pengelolaan hutan adat: 

3) pengelolaan air minum: 

4) pengelolaan pariwisata Desa: 

5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dar perebusan), 

6) pengelolaan wisata hutan mangrove (trackin y, jelajah mangrove 

dan wisata edukasi): 

7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan v getasi pantai: 
8) pelatihan pembenihan ikan: 

9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan: 
dan 

10) pengolahan sampah. 

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentuk.in, pengembangan, 
dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan /atar badan usaha milik 
Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan D :sa dan diputuskan 
dalam Musyawarah Desa. 

2. Penyediaan listrik Desa 

a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro: 

b. pembangkit listrik tenaga biodiesel: 

Cc. pembangkit listrik tenaga matahari: 

d. pembangkit listrik tenaga angin, 

e. instalasi biogas: 

f. jaringan distribusi tenaga listrik (b:ikan dari Perusah. an Listrik Negara), 

dan 

g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif 

a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pert:nian, perkebunan, 
peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan Desa dan /atau perdesaan: 
b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan /atau industri rumahan 

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau perdesaan: 

  

     



Cc. penyediaan dan pengelolaan s-rina/prasarana | masaran produk 

unggulan Desa dan/atau perdesaan: 

d. pendayagunaan perhutanan sosial: 

e. pendayagunaan teknologi tepat guna vang ramah lingk ingan, 

investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkun san: dan 

g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi 

produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desi... 

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 
kewenangan Desa meliputi: 

1. Pendataan Desa 

a. pendataan potensi dan sumberdara pembangunan I »sa: 

b. pendataan pada tingkat rukun tetangga: 

Cc pendataan pada tingkat keluarga: 

d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan dan 

e. kegiatan pendataan Desa lainnva yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 

a penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa: 

b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembai:gunan Desa: 
c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 

lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan ciputuskan dalam 

Musyawarah Desa. 

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian s stem administrasi 

keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digita: yang disediakan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 

b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sisi mm informasi Desa 
yang berbasis aplikasi digital yang disediakan kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 

Cc. pengembangan keterbukaan informasi pembangun in Desa berbasis 
aplikasi digital, dan 

d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi 
berbasis aplikasi digital meliputi: 
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1) tower untuk jaringan internet: 

2) pengadaan komputer: 

3) Smartphone, dan 

4) langganan internet. 

e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengin egrasian teknologi 

informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai d ngan kewenangan 

Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

4. Pengembangan Desa wisata 

a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Desa wisata, 

b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis 

digital, 

pelatihan pengelolaan Desa wisata: 

Aa pengelolaan Desa wisata: 

e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata: dan 

hy
 

kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

5. Penguatan ketahanan pangan 

a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan 

dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan: 

b. pembangunan lumbung pangan Desa: 

C. pengolahan pasca panen, dan 

d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yng sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawar: h Desa. 

6. Pencegahan stunting di Desa 

a. pengelolaan advokasi konvergensi penceyahan stunti1g di Desa dengan 

menggunakan aplikasi digital electronic-Human Deve 'opment Worker (e- 

HDW), 

b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Mar:usia (KPM), kader 

posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD): 

c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegaha:: stunting melalui 

rumah Desa sehat: 

d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatai., peningkatan gizi 

dan pengasuhan anak melalui kegiatan: 

1) kesehatan ibu dan anak: 

2) konseling gizi: 

 



3) air bersih dan sanitasi, 

4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan 

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehat: n dan administrasi 

kependudukan: 

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pe: didikan Anak Usia 

Dini (PAUD), 

6) pengasuhan anak di keluarga termasuk penczahan perkawinan 

anak, dan 

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa 

untuk pembangunan Kandang. Kolam dan Kebur (3K) dalam rangka 

penyediaan makanan yang sehat dan bergizi unti:k ibu hamil, balita 

dan anak sekolah. 

7. Pengembangan Desa inklusif 

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok margina dan rentan yaitu: 

perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyara cat adat terpencil, 

penghayat kepercayaan, disabilitu.s, kelompok masy :ral-at miskin, dan 

kelompok rentan lainnya: 

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok 

marginal dan rentan: 

Cc. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal can rentan, 

d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal intuk membentuk 

kesalehan sosial di Desa: dan 

e kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawar:h Desa. 

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi keb'asaan baru Desa 

meliputi: 

1. Desa Aman COVID-19 

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya: 

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru : 

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah, 

b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir 

yang siap pakai di setiap tempat umum, artara lain di depan 

warung, toko, dan los pasar, di tempa: ibadah, tempat 

  

  

   



pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain: 

dan 

c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum 

dan di dalam ruangan. 

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar s waktu-waktu siap 

digunakan ketika dibutuhkan. 

3) mempertahankan pos jaga Desa guna: 

a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Jesa, 

b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar 

masuk Desa: 

c) mendata dan memeriksa warga yang baru atang dari rantau: 

dan 

d) merekomendasikan warga Desa dari rantat. atau warga Desa 

yang kurang sehat untuk karantina mandiri 

b Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 mer'adi relawan Desa 

Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut: 

1) ketua: kepala Desa 

2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa 

3) anggota: 

a) perangkat Desa: 

b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

c) kepala dusun atau yang setara: 

d) ketua rukun warga: 

e) ketua rukun tetangga: 

f) pendamping lokal Desa: 

g) pendamping Program Keluarga Hara pan (PKH), 

h) pendamping Desa sehat: 

1) pendamping lainya yang berdomisili di Desa, 

J) bidan Desa: 

k) tokoh agama, 

1) tokoh adat: 

m) tokoh masyarakat: 

n) karang taruna, 

0) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK): dan 

p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). 

    
   



2- 

4) mitra: 

a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat 

(Babinkamtibmas)), 

b) bintara pembina Desa (Babinsa): dan 

c) pendamping Desa. 

5) Tugas relawan Desa aman COVID-19. 

a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa 

untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: 

memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tan-an: 

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta 

orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan 

penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak 

mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring 

pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik 

yang telah maupun yang belum menerima: dan: 

melakukan penyemprotan  disinfektan jika diperlukan, 

menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih 

tangan (hand sanitizer) di tempat umum.



1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan 

IX
 

BAB II 

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA 1: 

A. Kewenangan Desa 

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasark : 

mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan | 

Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa m: 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usu! dan 

Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Peng: 

adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar 

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Be: 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota 

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Be: 

Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan 

dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. 

B. Swakelola 

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ke 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan T: 

17 Tahun 2019 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

tentang Pedoman Umum Pc 

. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan 

melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai kes: 

perundang-undangan tentang pengadaan barang dan ja 

. Kegiatan pengembangan kapasitas masrarakat Des: 

banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengen 

badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa di: 

swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-D: 

dikerjakan oleh pihak ketiga. 

C. Padat Karya Tunai Desa 

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksan 

Padat Karya Tunai Desa (PKTD): 

Dana Desa 

ESA 

n peraturan Desa 

'ak Asal-Usul dan 

ngatur mengenai 

ewenangan Lokal 

unaan Dana Desa 

sewenangan Desa 

skala Desa sesuai 

Kewenangan Desa 

skala Desa, maka 

sesuai 

Jana Desa harus 

entuan Peraturan 

ansmigrasi Nomor 

mbangunan dan 

Jana Desa dapat 

mtuan peraturan 

a di Desa. 

misalnya: studi 

pangan kapasitas 

aksanakan secara 

sa, dan dilarang 

kan dengan pola 
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pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setei gah  penganggur, 
Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluirga miskin, serta 
anggota masyarakat marginal lainnva, 

besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50 (lima puluh persen) dari 
total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan »ola PKTD: 
pembayaran upah kerja diberikan s: tiap hari: 
pelaksanaan kegiatan Padat Karva Tunai Desa (PKT )) dikelola dengan 
menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para j ekerja dari COVID- 
19, meliputi: menggunakan masker. menerapkan jaral aman antara satu 
pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) metr, dan warga Desa 
yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD: dan 
jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain: 
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan panga : 

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk ta aman pangan dan 
perkebunan: 

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk Pp nanaman sayuran 
dan lain-lain: dan 

3) penanaman tumpang sari tanaman pokol di lahan-lahan 
perkebunan. 

b. restoran dan wisata Desa 

1) kebersihan tempat wisata veng dikelola badan usaha milik Desa 
dan/atau badan usaha milik Desa bersama: 

2) kebersihan tempat kuliner vang dikelola badan usaha milik Desa 
dan/atau badan usaha milik Desa bersama: dar 

3) membuka partisipasi warga untuk berusah: di lokasi-lokasi 
wisata. 

C. perdagangan logistik pangan 

1) pemeliharaan bangunan pasar: 

2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas 
Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas: 

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama memberikan talangan kepada petani den pengusaha kecil 
untuk melakukan produksi: dan 

 



4) tambahan penyertaan modal badan usaha mi'ik Desa dan/atau 

badan usaha milik Desa bersama kepad- produksi yang 

menguntungkan di Desa. 

d. perikanan 

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama: 

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui bada: usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama: dar 

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dar tempat penjualan 

ikan lainnya yang dikelola badan usaha mil k Desa dan/atau 

badan usaha milik Desa bersama. 

e. peternakan 

1) membersihkan kandang ternak milik badan isaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama: 

2) penggemukan ternak bersama dengan sisten bagi hasil yang 

dikelola badan usaha milik Desa dan/atau bidan usaha milik 

Desa bersama: dan 

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau "adan usaha milik 

Desa bersama dan peternak dalam pemanfaat:n kotoran ternak 

untuk pupuk organik. 

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk panga: 

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan 

usaha milik Desa bersama: 

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama: dan 

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagi: » dibayar melalui 

dana Desa. 

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Des: dilakukan melalui penilaian 

terhadap daftar program/kegiatan pernbangunan Desa :ntak difokuskan 

pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prior :as nasional, dan 
adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Lesa. Hal-hal yang 

diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah 
sebagai berikut: 

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian nasalah yang ada 

di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibuti hkan masyarakat 

 



Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk nasyarakat Desa, 

sehingga Dana Desa dilarang untul: dibagi rata, 

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan ha-us lebih banyak 

melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa 

(PKTD), 

3. program dan/atau kegiatan vang direncanakan hzrus dilaksanakan 

secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya y ing ada di Desa, 

4. program dan/atau kegiatan vang direncanakan narus dipastikan 

adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendata::g: dan 

5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan hari:s dikelola secara 

partisipatif, transparan dan akuntabel. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi 

digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 

Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dara Desa 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan 

ketentuan Undang-Undang Nomor » Tahun 2020 tintang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dun Stabilitasi Sister 1 Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

dalam rangka menghadapi ancaman vang membahaya! an Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjad Undang-Undang, 

maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat 

ibadah tidak diperbolehkan. 

Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa 

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masvarakat Desa hal- 

hal sebagai berikut: 

a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya per bangunan Desa, 

b. dokumen RPJMDesa, 

Cc. program/proyek masuk Desa: 

d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayein pembangunan 

Desa, dan 

  

 



e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan 

ekonomi nasional, program prioritas nasion:l, dan adaptasi 

kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Des::. 

Musyawarah dusun /kelompok 

a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas 'enggunaan Dana 

Desa berdasarkan data dan informasi yang diiserikan oleh Desa 

melalui berbagai forum diskusi. 

tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyu:unan RKP Desa 

menyelenggarakan musrawarah dusun/ kelompok untuk 

mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Da1.a. 

masyarakat Desa merumuskan usulan program lan kegiatan yang 

diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa: an 

hasil Musyawarah dusun/kelcmpok menjadi us lan warga dalam 

Musyawarah Desa. 

Musyawarah Desa 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibah:s dan disepakati 

dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam 

Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman 

dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa. 

  

      

 



BAB IV 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

A. Publikasi 

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan ole 1 Pemerintah Desa 

kepada masyarakat Desa di ruang publik vang dapat d akses masyarakat 

Desa yang dilakukan secara swakelol: dan partisipatif cengan melibatkan 

peran serta masyarakat Desa. 

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat c lakukan melalui: 
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 . baliho, 

. papan informasi Desa: 

. media elektronik: 

. media cetak, 

. media sosial: 

. website Desa: 

. selebaran (leaflet): 

. pengeras suara di ruang publik, dan 

media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

B. Pelaporan 

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan 

mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yan» disediakan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, d in Transmigrasi. 

Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet se 'ingga tidak dapat 

menggunakan aplikasi sistem in'ormasi Desa sec:ra online, dapat 

melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Lesa secara offline 

dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesiona 
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BAB V 

PEMBINAAN 

. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 

dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan 

aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan 

kepada Desa melalui mekanisme online. 

. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat 

secara online. 

Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan 

menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini 

yang dikelola secara tersentralisasi. 

. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf 

Presiden (KSP), sebagai berikut: 

a. Layanan telepon : 1500040 

b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040 

c. Layanan Whatsapp : 087788990040 

Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

e. Layanan Sosial Media : 

1) @Kemendesa (twitter), 

2) Kemendesa.1 (facebook): 

3) kemendesaPDTT (instagram), 

4) sipemandu.kemendesa.go.id, dan 

5) website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP). 

Aru RONTALO, & 

   

  

NELSON POMAKANGO    


